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TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang ; a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nonrior 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan. Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakllan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, dalam
hal Pemerintah Kabupaten Muna belum dapat menyediakan rumah
jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, maka perlu diberikan tunjangan perumahan;

b. bahwa sesuai dengan hasil pembahasan atas Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD)
Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Anggaran
Dewan Penwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna dan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 9 September 2015
telah disepakati besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Penwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Penwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 5587),
sebagaimana teiah diubah kedua kaiinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan qlan Anggora Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).



n

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomcr 15
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2005
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor
03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor
10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATl TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGl PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerlntah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Penwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Pimpinan adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Muna.
6. Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Muna.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan Perumahan yang dibayarkan kepada

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila Pemerintah Daerah
belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bularv.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas serta standar harga setempatyang berlaku.



Pasal 4

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 5

Besaran Tunjangan Perumahan adalah sebagai berikut:

a. Ketua

b. Wakll Ketua

c. Anggota

Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
Rp. 3.000.000,- (delapan juta rupiah).
Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggai 2015

Pj. BUPATI MUNA

Diundangkan di Raha
pada tanggaL.^. '̂.r./^.r 2015

SEKRETARIS DAERAH.
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NURDIN PAMONE

MUH. fZJ^AT KAIMOEDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR..A\

PARAF KOOROINASI


